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ABSTRACT

Violations of judges' ethics and behavior are crucial issues in maintaining the
independence and integrity of the judiciary, especially in the Constitutional Court which
handles constitutional cases. One prominent case is Constitutional Court Decision Number
90/PUU-XXI1/2023, which involved a violation of the code of ethics by Judge Anwar Usman
regarding the judicial review of the age limit for presidential and vice-presidential
candidates. This case raises questions about the form of ethical violations in the decision-
making process by constitutional judges. The review of this violation of the code of ethics
can also be analyzed through the perspective of Adabul Qadhi, which provides insight into
the ethics and morality of judges in the Islamic legal tradition.

This research uses a normative juridical method with a legislative approach,
especially Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and analyzes related
documents. This study aims to analyze the forms of ethical violations committed by
Constitutional Judges in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI1/2023 and
identify the legal sanctions imposed by the Constitutional Court against these violations.

The results of the study show that Judge Anwar Usman was proven to have violated
the code of ethics, although there are differences in the article of violation and sanctions.
The implications of this violation, when analyzed through the perspective of siyasah
gadaiyah wilayah al mazalim, indicate inconsistency with its principles and a violation of
the functions of the judiciary. A review of Adabul Qadhi also indicates a violation of the
principles of judicial ethics. This research is expected to provide recommendations to
strengthen ethical enforcement in the Constitutional Court and improve the quality of the

Indonesian judicial system.
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ABSTRAK

Pelanggaran etika dan perilaku hakim merupakan isu krusial dalam menjaga
independensi dan integritas lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi yang
menangani perkara-perkara konstitusional. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan
MK Nomor 90/PUU-XX1/2023, yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar
Usman terkait uji materiil batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kasus ini
memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pelanggaran etika dalam proses pengambilan
keputusan oleh hakim konstitusi. Tinjauan terhadap pelanggaran kode etik ini juga dapat
dianalisis melalui perspektif Adabul Qadhi, yang memberikan wawasan tentang etika dan
moralitas hakim dalam tradisi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam
Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Hakim Anwar Usman terbukti melanggar kode
etik, meskipun terdapat perbedaan dalam pasal pelanggaran dan sanksinya. Implikasi dari
pelanggaran ini, jika dianalisis melalui perspektif siyasah gadaiyah wilayah al mazalim,
menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsipnya dan pelanggaran terhadap fungsi
lembaga peradilan. Tinjauan Adabul Qadhi juga mengindikasikan adanya pelanggaran
terhadap prinsip etika peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
untuk memperkuat penegakan etika di Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan kualitas
sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci : Hakim Konstutusi, Kode Etik, Pelanggaran
i
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa latin. Dalam
skripsi ini transliterasi yang dimaksud ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa
Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama

) Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& & S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

d ha’ H ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha

4 Dal D De

3 74l Z | ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ya
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
b} za Z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

& Gain G Ge dan ha

o fa’ F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o NQn N En

9 Waw( W We

2 ha’ H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

S ya’ Y Ya
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B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

-

Al Ditulis Sunnah
gj& . . (53
Ditulis illah C. Ta’Mar
butah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis A
pailall Ditulis al-Ma’idah
LSl Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis

dengan “h”

G ldal) 4 jlaa Ditulis Mugaranah al-ma zahib

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢ atau

h
Shdl3ls Ditulis Zakah al-fitri
D. Vocal Pendek

1. i Fathah Ditulis A
Jad Ditulis fa’ala

2. _— Kasrah Ditulis I
83 Ditulis Zukira

3. —— dhammah Ditulis U
AL Ditulis Yazhabu




E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis A
8 Ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
ol Ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
il slad) Ditulis al- ‘Alwani
4, Dammah + wawu Ditulis U
mati
psle Ditulis ‘Uliam
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis Al
pR e Ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

Adilf Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
S il Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf gomariyyah ditulis menggunakan huruf “1”

oLl Ditulis Al-Qur’an
oAl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

Al Ditulis Ar-Risalah
¢ Ll Ditulis An-Nisa’
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
AN Ditulis Ahl al-Ra’yi
A Jal Ditulis Ahl as-Sunnah




J. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD,
diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
E1e Al 4 03 o3 Gaiaay i

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit,
seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan sebagainya.
Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran yang sangat penting
dalam menjaga dan mengawasi konsistensi penerapan konstitusi negara, khususnya
dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Sebagai
lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-
undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutuskan
hasil pemilihan umum, MK bertugas untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945.2

Dalam menjalankan kewenangannya, MK diharapkan untuk bertindak secara
independen, adil, dan objektif.® Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak mana
pun, termasuk pengaruh politik, sehingga hakim harus mampu menjaga integritasnya
saat memutuskan perkara. Hal ini menjadi semakin penting karena putusan MK
memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.* Oleh
karena itu, menjaga kredibilitas dan independensi hakim MK adalah keharusan, yang
dapat dijamin salah satunya melalui kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman

perilaku hakim.

! Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, “REFORMULASI
PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN
KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI,” Jurnal Studia Legalia 3, no. 02 (November 21, 2022): 21-43,
https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29.

2 Christine ST Kansil and Keiko Patricia Liwe, “Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman
Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Pendidikan
Sejarah Dan Riset Sosial Humanior 4 (2024).

® Fuad Abdul Azis and Irham Ramur, “ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIK
PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSL,” Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial 4, no. 1
(June 30, 2023): 71-83, https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153.

* Risa Nur Wahyuni, Almira Dhevany, and Noer Falaq Al Amin, “Analisis Pengambilan Keputusan
Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menggunakan
Pendekatan Problem Tree Analysis,” Indonesian Journal of Public Administration Review 1, no. 2 (May 8,
2024): 11, https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415.
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Kode etik hakim merupakan pedoman yang mengatur perilaku seorang hakim
dalam menjalankan tugasnya.”> Kode etik ini penting untuk menjaga integritas hakim,
mencegah konflik kepentingan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas
dari pengaruh luar.® Kode etik hakim juga berfungsi untuk mempertahankan martabat
lembaga peradilan, khususnya MK, sebagai lembaga yang berwenang menegakkan
konstitusi.” Salah satu prinsip utama dalam kode etik hakim adalah ketidakberpihakan,
di mana hakim dilarang memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat
mempengaruhi keputusan yang diambil .2

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik hakim sering kali
terjadi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu
contoh nyata yang memunculkan kontroversi adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-
XX1/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam kasus
ini, Ketua MK Anwar Usman dinilai telah melanggar kode etik karena tidak
mengundurkan diri dari persidangan, meskipun ia memiliki hubungan keluarga
dengan salah satu pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, yaitu calon
wakil presiden yang merupakan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Padahal,
Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengatur bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri dari suatu perkara jika ada

® Yuni Priskila Ginting et al., “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan
Di Indonesia,” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 07 (July 31, 2023): 558-70,
https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502.

® Anik Lailatul, “POSISI HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN MELALUI PROSES
KETATANEGARAAN,” Hukum Dinamika Ekselensia 6 (2024).

’ Risky Hidayat Nasution, M. Hasby Al- Fikri, and Agripina Nurrahmayani Fradella, “KODE ETIK
HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSIL” Urnal Sains Student Research,
2024,

8 Cantika Dhea Marshanda Zulqgarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika, “ANALISIS
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN
TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024,” Kultura: Jurnal
llmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 1 (2023): 85-94.
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hubungan keluarga atau kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.®

Pelanggaran etika oleh hakim konstitusi ini memunculkan pertanyaan penting
tentang penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.’® Sebagai lembaga yang
diharapkan menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi, pelanggaran etika oleh hakim
MK dapat merusak legitimasi dan kredibilitas MK di mata publik.'* Oleh karena itu,
penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penegakan kode etik hakim
dilakukan dalam kasus pelanggaran etika yang terjadi di MK, khususnya yang terkait
dengan Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023, serta dampaknya terhadap persepsi
masyarakat terhadap keadilan dan integritas lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelanggaran etika dan perilaku hakim Anwar Usman dalam Putusan MK
Nomor 90/PUU-XXI1/2023, serta untuk mengeksplorasi implikasi pelanggaran
tersebut terhadap sistem peradilan di Indonesia dan kepercayaan publik terhadap
Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa dilaksanakannya

penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang pelanggaran etika dan perilaku

dari hakim konstitusi dalam menangani gugatan materiil Nomor 90/PUU-

® Edo Maranata Tambunan et al., “ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL
(PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XX1/2023),” IBLAM LAW REVIEW 4, no. 2 (May 31, 2024): 50-61,
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406.

0 Khalifah Azzahra Kautsar, “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor
90/PUUXX1/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

' Adelia Yuliana et al, “ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XX1/2023,” Jurnal Hukum Statuta 3
(2024): 74-91.
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XX1/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Adapun pertanyaan penelitian
dalam skripsi ini diantaranya:
1. Apa saja pelanggaran etika Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor
90/PUU-XXI1/2023, dan bagaimana sanksi yang diberikan MKMK?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, dengan demikian
tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1) Menganalisis bentuk pelanggaran etika Hakim Konstitusi dalam Putusan
MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang
ditetapkan oleh MKMK terhadap pelanggaran tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian tentang penegakan kode etik hakim konstitusi
terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Nomor
90/PUU-XXI1/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan
untuk beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Harapan penulis dengan adanya penulisan skripsi ini ialah dapat
dipergunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah.
Penulisan ini juga diharapkan dalam menjadi bagian dari pengembangan
ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca dan memberikan informasi
sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum tentang etika dan

perilaku hakim khususnya hakim konstitusi.



2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menstimulus bagi
peneliti lainnya sehingga akan tercipta karya-karya yang lain yang
berhubungan dengan permasalahan terkait etika dan perilaku hakim
konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
bagi Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.
D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang penegakan kode etik hakim telah banyak
dilakukan. Maka penulis melakukan tinjauan pustaka terkait penegakan kode etik
hakim sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis yang
pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga dilakukan untuk
menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan upaya akademik untuk mengisi ruang
kosong atas penelitian mengenai penegakan kode etik hakim.

Tinjauan pustaka dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh
beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Namun demikian,
sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang penegakan kode etik Hakim
yang secara komprehensif mengenai penegakan kode etik Hakim terhadap pelanggaran
etika dan perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU- XX1/2023.

1) Penelitian yang dilakukan oleh Henny Pertiwi Gani dengan judul

“Mekanisme Penegakan Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode

Etik di Mahkamah Konstitusi yang Memenuhi Unsur Pidana”. Dalam

penelitian tersebut, Henny mengkaji tentang kedudukan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi yang bersifat ad-hoc dan lemah dalam kewenangannya

untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Dalam hal ini, ia

menjelaskan bahwa pengawasan MKMK bersifat pasif karena hanya akan

bekerja ketika adanya laporan dari dewan etik mengenai pelanggaran yang
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dilakukan oleh hakim MK. Dalam rangka pengawasan terhadap MK, MKMK
berwenang untuk mengusulkan pemberhentian Hakim Konstitusi jika hakim
terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.*

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum""® didalam skripsi ini menjelaskan dinamika penetapan
ambang batas pencalonan seorang presiden dan wakil presiden di indonesia
mulai dari awal diterapkanya pemilihan umum secara lansgung diindonesia
sampai sekarang, banyak sekali pro kontra dan ada beberapa ahli yang disoroti
penulis skripsi tsb pada penelitianya seperti hamdan zoelva yang juga
berpendapat bahwasanya ambang batas ini perlu dikaji ulang dan juga ada
beberapa kutipan dari seorang ahli hukum tatanegara yakni prof jimly
asshidqie, skripsi ini berguna bagi saya sebagai penulis karena memberikan
informasi mengenai dinamika dan history penetapan ambang batas umur
pencalonan presiden dan wakil presiden.

Penelitian yang dilakukan oleh Omar Rolihlahla Hakeem, dkk yang berjudul
“Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi ditinjau dari kekuasaan kehakiman
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Penelitian yang terbit pada jurnal Lex Administratum, Vol. 1X, No. 2, 2021.
Dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku hakim kosntitusi
perlu dijaga demi menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi. Dalam

menegakkan kehormatan martabat dan perilaku hakim Konstitusi perlu

2 Henny Pertiwi Gani, “Mekanisme Penegakan Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode

Etik di Mahkamah Konstitusi yang Memenuhi Unsur Pidana,” Jurnal Hukum Adigama 3(1) (2020): him.
1173-96, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946.

3 Siti Rahmi, “Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi, UIN Ar-Raniry , 2023), him 1-

112.
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dilakukan melalui pengawasan eksternal. Namun pengawasan terhadap
hakim konstitusi tidak boleh sampai mengganggu independensi peradilan.™

4) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aji Ramadan dengan judul
“Reformulasi Pengawasan Mahkamah Kostitusi Demi Meningkatkan
Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”. Hasil dar penelitian
tersebut 1ialah bahwa kekuasaan kehakiman harus diimbangi dengan
pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar kekusaan yang besar tersebut tidak
disalahgunakan, yang dapat berakibat pada penindasan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Maka perlu adanya lembaga pengawasan eksternal
terhadap MK, sehingga dapat menjaga kode etik hakim konstitusi.”

5) Penelitian yang dilakukan Tanto Lailam dengan judul “Membangun
Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia”. Dalam penelitian
tersebut dikatakan bahwa Constitutinal Morality sebagai paradigma
kebangsaan yang harus dimiliki oleh pejabat negara, salah satunya adalah
hakim MK. Dalam hal ini, hakim MK harus tetap teguh memegang moralitas
konstitusi, baik dalam menjaga perilakunya maupun dalam menjalankan
fungsinya.*®

6) Penelitian yang dilakukan oleh Basyarudin, dengan judul “Pelanggaran
Kode Etik Hakim Berdasarkan keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia”. Hasil dari

 Omar Rolihlahla Hakeem, Flora Pricilla Kalalo, dan Tommy F. Sumakul, “Sistem Pengawasan
Hakim Konstitusi Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Lex Administratum 9(2) (2021): him. 114-23.

> Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari, “Reformulasi
Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim
Konstitusi,” Jurnal Studia Legalia 3(2) (2022): him. 21-43.

'8 Tanto Lailam, “Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Juctice in Indonesia,”
De Jure 20 (4) (2020), him. 551-530.
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penelitian tersebut ialah bahwa tugas hakim mempunyai tujuan untuk
menciptakan ketenteraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Namun
dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik hakim di Indonesia, maka
dapat disimpulkan bahwa kode etik hakim sudah tidak dianggap sebagai
pedoman lagi. Kode etik hakim hanya sebagai embel-embel teori untuk
menarik kepercayaan masyarakat dan kemudian menjebak masyarakat sendiri
demi kepentingan pribadi."’

Skripsi yang berjudul "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. (01/MKMK- SPP/II/2017)"18 didalam
skripsi ini memuat beberapa point pembahasan yang bisa digunakan oleh
penulis sebagai acuan dalam mengkaji penelitianya nanti, point point yang ada
pada skripsi ini pertama, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia
menilai pelanggaran kode etik; kedua, bagaimana sistem penegakan kode etik
di Mahkamah Konstitusi; dan ketiga, bagaimana sanksi dan peran Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi digunakan kepada hakim yang
melanggar kode etik Point point tersebut lah yang dibahas dalam skripsi
tersebut yang bisa dijadikan literatur oleh penulis dalam mengembangkan

penelitianya nanti.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini

mengambil ruang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengisi

kekosongan dalam lingkup penelitian tentang kode etik hakim. Berbeda dengan

7 Basyarudin, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan KePutusan Bersama Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,” Armada: Jurnal Penelitian

Multidisiplin 1(1) (2023): him. 41-49, https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363.

'8Irma handayani, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90PUU-XX12023)” (Skripsi, UIN

Syarif Hidayatullah, 2023).
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penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bentuk pelanggaran kode etik
Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI1/2023, serta penegakan

hukum atas pelanggaran kode etik tersebut.

E. Kerangka Teoritik
Dalam penelitian ini, kerangka teori dimaksudkan sebagai alat yang menjadi
pisau analisis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan
demikian, kerangka teoritik berguna untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus
menjawab pokok permasalahan yang ada. Dalam menjawab pertanyaan penelitian
pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis
suatu pokok permasalahan tersebut:
1. Konsep Kode Etik
Mengaca dari etimologinya, kode etik tersusun dari dua kata, "kode" dan
"etik"." Termasuk kata "kode" dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti.
Tingkah laku adalah kumpulan aturan yang mengarahkan bagaimana seseorang
bertindak dalam situasi tertentu sepanjang hidupnya. Peraturan tertulis yang
dikenal sebagai "dress code" mengatur bagaimana pakaian harus dipakai di tempat
tertentu, seperti sekolah, bisnis, dan sebagainya. Namun, istilah "etika" secara
khusus mengacu pada tindakan dan pandangan masyarakat.zoDari pemahaman
tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kode etik adalah aturan atau tingkah laku
yang telah diatur oleh suatu lembaga dan ditetapkan oleh undang-undang untuk
dipatuhi.
Tujuan dari kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat martabat dan

moral profesi, menjaga hubungan antar anggota profesi, meningkatkan kualitas

9 Muhammad Agjiela Ramadhani, “Peran Dan Fungsi Kode Etik Guru Dalam Pengembangan Pendidikan,”
May 3, 2023, https://doi.org/10.31219/osf.io/sk7e9.

% Rachman Hermawan, “Etika Pustakawan: Suara Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan
Indonesia” (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm.80.
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profesi, dan melindungi masyarakat pemakai profesi.21 Dalam kebanyakan kasus,
sebab kode etik berfungsi sebagai acuan moral serta berfungsi sebagai pedoman
untuk sikap, tingkah laku, dan transformasi, sanksi yang diberikan untuk
pelanggaran kode etik akan bersifat moral. Jika seseorang melanggar kode etik,
mereka akan memperoleh kritik dari rekan profesi, dan konsekuensi terburuk
adalah keluar dari organisasi profesi. Jika suatu organisasi profesi memiliki kode
etik, itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menetapkan standar moral
untuk sikap dan tingkah laku anggota. maka, jika seseorang melanggar kode etik,
mereka akan menerima baik sanksi administratif maupun moral, Sanksi
administratif dapat berupa teguran, peringantan, dan akhirnya dicoret dari
organisasi profesional. Jika pelanggaran kode etik tersebut bertentangan bersama
undang- undang serta peraturan yang diberlakukan, pelanggaran tersebut akan
diproses sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Misalnya, kasus akan
diteruskan kepada pejabat yang berwenang apabila anggota profesi yang
bersangkutan adalah pegawai negeri sipil, dan jika pelanggaran itu mengenai
hukum, kasus itu akan diperoses oleh peradilan umum.*

Menurut Frank Bjoner, kode etik pasti memiliki fungsi. Fungsi- fungsi
tersebut meliputi memberikan acuan bagi kelompok profesional saat mereka
menemukan masalah dalam praktik, memberikan penilaian bagi masyarakat dan
memberi tahu masyarakat mengenai sesuatu yang diharapkan dari organisasi
profesional tersebut, menumbuhkan kecintaan pada profesi dan memperkuat

identitas profesi, dan meningkatkan kepercayaan profesi terhadap khalayak umum.

2! Maria Finsensia Sihaloho, Maria Nency Lumban Siantar, and Rini Natalina Sitanggang, “Analisis
Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan KeuanganDi Indonesia,” Jurnal limiah Neraca:
Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi 7 (2024): 101.

2 Rachman Hermawan, “Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia” (Etika
Pustakawan, 2006).
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2. Kode Etik Hakim

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok
tertentu sebagai landasan tingkah laku.® Etik atau etika diartikan sebagai
falsafah moral yang berguna sebagai petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa
nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam bermasyarakat dan
kehidupan pribadi. Dalam hal ini, kode etik ditetapkan sebagai petunjuk yang
diberikan pada suatu profesi tertentu.**

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh
setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai hakim.
Kode etika hakim merupakan bentuk penuangan konkret atas aturan etika, moral,
dan agama. Adanya kode etik hakim dimaksudkan untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik
hakim tidak hanya tentang apa yang ia ketahui atau apa yang ia dapat lakukan,
tetapi juga tentang berkepribadian baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang
hakim.?

Teori tentang kode etik hakim digunakan dalam penelitian skripsi ini
untuk mengetahui kode etik yang harus dipegang oleh seorang hakim konstitusi.
Dengan demikian, maka dapat diketahui bentuk pelanggaran etika dan perilaku
yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-

XX1/2023.

2 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2004), him. 5.

2* |skandar Kamil, Kode Etik Profesi Hakim (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), him. 2.

% Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, him. 6.
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3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bahasa Inggris disebut sebagai Law Enforcement.
sementara rechtshandhaving jika dilihat dalam kacamata bahasa Belanda. Istilah
ini merujuk pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan cuma
terkait dengan pidana, yang dikuatkan bersama kebiasaan menyebut polisi, hakim,
dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut pemikiran Notitie Handhaving
Millieurecht, handhaving adalah upaya untuk mengawasi serta memberlakukan
instrumen administratif, pidana, atau perdata agar tercapai hukum serta aturan
yang tertata secara sistematis bagi semua orang.?

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum yakni pelaksanaan hukum
nyata dalam berkehidupan dalam bermasyarakat.27 Penegakan hukum adalah
tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari setelah
undang-undang dibuat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses
menggabungkan nilai-nilai yang memiliki keuatan dalam sudut pandang nilai dan
kaidah-kaidah, serta mengejewantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran
nilai untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam
bergaul. Dalam penegakkan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan,
termasuk tiga elemen penting berikut:*®
a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

b) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

% Ristiana, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya
Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan” (Skripsi, IAIN Kudus, 2022).

%" Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual
Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 37-47,
https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.

% Deden Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik
Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam
Perspektif Kriminologi” (Skripsi, Unikom, 2021).
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c) Keadilan (Gerechtigkeit)
4. Teori Siyasah Qadaiyah
Sebelum membahas siyasah gadha'iyyah perlu sedikit dibahas mengenai
induk dari siyasah qadha'iyyah yaitu figh siyasah. Figh ialah hasil pemahaman dan
interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks Al- Qur'an dan hadist. Sedangkan
Siyasah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya peraturan perundang-undangan
yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan." Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana Islam, maka
jelas yang dimaksud dengan siyasah oleh para sarjana Islam itu tidak jauh berbeda
dengla politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah
berkata tentang siyasah, bahwa siyasah adalah ilmu yang dengannya dapat
mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.29
Jadi figh siyasah merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas
mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya. Dapat berupa penetapan hukum atau kebijakan oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Abdul Wahab Khallaf membagi figh siyasah menjadi tiga bidang, yaitu siyasah
dusturiyah (ketatanegaraan), siyasah kharijiyyah (politik luar negeri) dan siyasdh
maliyah (ekonomi).”30
Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang memebahas
masalah perundang-undangan negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar

negara (dustur), selain itu juga didalamnya mengenai Lembaga demokrasi dan

2 Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014).

% Abdul Wahab Khallaf, “Politik Hukum Islam,” in Al-Siyasah Al-Sya’iyyah, trans. Zainudin
Adnan, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Madah, 1997).
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syura yang merupakan pembentukan perundang-undangan. Serta membahas
mengenai hubungan antara warga negara dan hak-hak warga negara yang wajib
dilindungi.31 Siaydh Dusturiyyah mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan
yang sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya kajian dalam Siyasah Dusturiyyah
dibagi menjadi empat bagian: Siyasah Tasyri'iyah (ahlul hali wal aqdi, perwakilan
persoalan rakyat), Siyasah Tanfidziyyah (imamah), Siyasah qadha'iyyah
(peradilan), Siyasah Idariyah (administrasi dan kepegawaian).

Siyasah gadha'iyyah merupakan Lembaga negara yang menjalankan
kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara- perkara permusuhan,
penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak
orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan peradilan islam
sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar
dan yang salah dinyatakan salah. Qadha'iyyah sering dipadankan dengan istilah
Sulthah gadha'iyyah. Kata sulthat/sulthatun, sebuah kata yang berasal dari kata
yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan al- qada

artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara ilmiah yang
dilakukan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang tengah dihadapi dalam suatu
penelitian, dengan tujuan untuk memberikan solusi atas masalah tersebut.* Metode
penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya

sebagai berikut:

1 7. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, “Pengantar Siyasah Syariyyah” (Yogyakarta: Madah, 1997).

% Abraham Mandala Utama, “ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG
MAHKAMAH KONTITUSISEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM
SISTEMKETATANEGARAAN DI INDONESIA)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UIN Press, 1980), him. 6.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif.
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri hukum positif dan
dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini,
penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui pelanggaran kode etik
hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 perihal uji materiil
batas usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta penegakan kode etik hakim
konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap
pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan tersebut.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini ialah deskriptif analitis yang dilakukan
dengan menguraikan secara sistematis dan terstruktur terhadap pelanggaran
etika dan perilaku hakim konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang
batas usia capres dan cawapres, dan penegakan kode etik yang dilakukan
oleh MKMK terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi tersebut.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah melalui
pendekatan peraturan perundangan-undangan. Pendekatan ini lakukan untuk
mengetahui aturan hukum terkait dengan kode etik yang harus dipegang oleh
hakim konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus terhadap
pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan hakim konstitusi dalam
Putusan Nomor 90/PUU-XXI1/2023. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konseptual, yang dilakukan untuk memberikan
konsep terkait etika dan perilaku yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh

seorang hakim.
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5. Sumber Data
Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.
Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk
diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai
dengan tujuan penelitian.®* Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan
dalam penelitian :
i.  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-
XX1/2023
ii. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Undang-Undang
Dasar 1945
iii.  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
iv.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
V.  Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik

dan Perilaku Hakim Konstitusi.

* A. Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013),
him. 72.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan
untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi, berupa :
i.  Artikel ilmiah
ii.  Makalah
iii.  Buku- buku
iv.  Hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang kode etik
hakim.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka
mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data
yang dilakukan oleh peneliti adalah:
1) Dokumentasi
Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh salinan
Putusan di website MK Negara Republik Indonesia. Metode dokumentasi
juga dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi negara berupa
peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis
yang berkaitan dengan teori atau konsep mengenai etika hakim dalam
peraturan perundang-undangan maupun dalam Islam. metode

pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri buku maupun
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artikel yang mengkaji tentang pelanggaran dan penegakan kode etik
hakim konstitusi.
7. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan tiga tahap yang
dilakukan dalam analisis data. Pertama, reduksi data. Reduksi data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan
kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Kedua, penyajian data.
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang
sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut. Dan Kketiga,
penarikan kesimpulan. Setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan,

maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka penulis memberikan
skema penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.
BAB 1 : Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
BAB Il : Landasan Teori
Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu
etika, kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode

etik dan sankinya, dan terori siyasah gadhaiyyah.
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BAB Il : Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 Tentang Batas Usia Capres-
Cawapres
Bab ini membahas tentang kontroversi Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait pengajuan uji materiil batas usia capres-
cawapres. Kontroversi tersebut ialah berkaitan dengan pelanggaran
etika dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam
menangani uji materiil tersebut
BAB IV : Analisis Penegakan Kode Etik Hakim Terhadap Pelanggaran
Etika dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor
90/PUU-XX1/2023
Bab ini membahas tentang penegakan kode etik hakim atas
pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi. Pembahasan
dilakukan dalam tiga sub bab, diantaranya:
1. Pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan
Nomor90/PUU-XI1/2023
2. Sanksi hukum yang ditetapkan oleh MKMK terhadap
pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan
Nomor 90/PUU-X11/2023
3. Pelanggaran kode etik hakim konstitusi Putusan Nomor
90/PUU-XI1/2023 dalam tinjauan Adabul Qadhi.
BAB IV : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang di

maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka
Penegakan kode etik hakim terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi

dalam Putusan nomor 90/PUUXX1/2023 dapat disimpulkan bahwa:
1. Bentuk Pelanggaran Etika dan Perilaku Hakim Konstitusi Pelanggaran etika
dan perilaku oleh Hakim Konstitusi dalam menangani gugatan materiil terkait
batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf Q UU No. 7
Tahun 2017 berupa ketidaksesuaian sikap atau tindakan hakim dalam proses
pengambilan  keputusan. Hal ini terkait dengan ketidaknetralan,
ketidakobjektifan, atau penyalahgunaan wewenang yang mencerminkan
kurangnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Hakim
seharusnya mengutamakan independensi dan keadilan tanpa terpengaruh oleh
kepentingan pribadi atau eksternal dalam pengambilan keputusan terlebih
untuk kepentingan publik. Dalam perkara ini aspek yang paling tersoroti ialah
pelanggaran etika dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan
pribadi atau golongan. Berdasarkan Putusan MKMK nomor 2 tahun 2023
dengan menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua
Mahkamah Konstitusi dirasa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

dan bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.

63
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B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah :

1. Pembinaan karakter seorang Hakim baik melalui pelatihan etika profesi yang
lebih intensif atau pendidikan etika sejenis lainnya yang bukan hanya diberikan
sekali namun harus diberikan secara berkelanjutan. Penguatan Lembaga Negara
Pengawal Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kredibilitas Mahkamah
Konstitusi terhadap pelaku pelanggaran melalui Lembaga yang independen dan
dilakukan secara transparan dengan memberikan masyarakat akses untuk
mengetahui proses setiap sanksi yang telah diberikan serta pengawalan
pelaksanaan dari sanksi serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas

pemberian sanksi.
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